WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 3§ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA

Menimbang

Mengingat

DAN KEPUTUSAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
penyusunan produk hukum daerah berupa Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota yang sistemik dan
terkoordinasi, perlu mengubah Peraturan Walikota
Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan
Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi
Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 1254);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pasuruan Nomor 11);

12. Peraturan ...
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Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita. Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2016 Nomor 50);

Peraturan Walikata Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor
S);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN
WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan
Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65) diubah,
sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2

3.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Pasuruan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.

Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah
yang mengajukan usul Peraturan Walikota
dan/atau Keputusan Walikota.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

6. Peraturan ...
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Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Walikota adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
Walikota.

Keputusan Walikota adalah penetapan yang
bersifat konkrit, individual, dan final.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan
Walikota dalam Berita Daerah.

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2
(dua) ayat yakni ayat (l)a dan ayat (1)b yang
berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 5§

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Walikota

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

dilakukan oleh Pemrakarsa bersama instansi/
pihak terkait.

a Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas
disampaikan kepada Biro Hukum pada
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk
dilakukan Fasilitasi.

b Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)a, bersifat wajib.

Rancangan Peraturan Walikota yang telah
difasilitasi harus mendapatkan paraf koordinasi
Kepala Bagian Hukum dan Pemrakarsa,

Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk
mengajukan Rancangan Peraturan Walikota
yang telah mendapat paraf koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Peraturan Walikota yang telah
disetujui diajukan kepada Walikota untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Walikota.

3. Ketentuan ...
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3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ diubah sehingga
berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat
dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh:

a. Sekretaris Daerah;
b. Bagian Hukum berupa minute; dan
c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga
berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun
Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsi.

(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah
setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian
Hukum.

(3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan
Keputusan Walikota kepada Walikota untuk
mendapat penetapan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Seplember 204

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Seplesber 209

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

BAHRUL

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 38



